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:a.

I{EPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA FONTIAIIAT(

NOMOR TATIUil zo2,O

TENTAITG

RENCANA rilNER*rA TATIUNAN (RI(TI TAIIUN 2O2L

: 1.

SEI(RETARIS DPRD KOTA PONTIANAK,

bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, dan

sasaran strategis yang dituangkan dalam dokumen Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2O2O-2O24, perlu penjabaran target-

target tahunan y'ang lebih rinci dan teknis atas pencapaian

sasaran strategis, program dan kegiatan serta anggaran yang

dituangkan dalam dok'umen perencanaan kinerja tahunan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan

Walikota Nomor 19 Tahun 2Afi tentang Pedoman Pelaksanaan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di

Lingk,rngan Pemerintah Kota Pontianak, perlu menetapkan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah

{sKPDh

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a

dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris

DPRD tentang Rencana Kinerja Tahunan (R[(T) Sekretariat DPRD

Kota funtianak Tatrun 2O2A:

Pasal 18 a5rat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana

b.
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3.

4.

5.
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tah,un 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 1O4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2OO4

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47AOl:'

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a833);

v.
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10.

8.

9.

11.

t2.

13.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Reneana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2424

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 3):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7

tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Reneana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Reneana Ke4a

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor' 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2Ol8 tentang

Pembuatan dan Pelaksanaan Kqjian Lingkungan Hidup

Strategis Dalam Pen5rusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol8 Nomor a59);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9

tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor Ma\;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2A78 tentang

Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2A18 Nomor' 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10O Tahun 2Ol8

tentang Penerapan Standar Pela3ranan Minimal (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1SaO);
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05O-37O8 Tahun

2O2A Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2OO7 -

2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2O2O-2O24 (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2Ol9 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9

Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak

Nomor 73);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OL3 tentang Reneana Tata

Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2Ol3-2O33 (Lembaran

Daerah Kota Pontianak Tahun 20 13 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor lI7);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Pontianak Tahun 2OL6 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Pontianak Tahun 2A16 Nomor 149);

N. PeraturaR Daerah Nomor 7 tahun 2Ot9 tentang Rencana

Pembangun Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun

2O2O-2A24 {Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 2019

Nomor 7, Tarr.bahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor

l7ll, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 17 tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentanE Rencana Pembancunan

15.

t6.

17.

18.
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Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2424

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2O2O Nomor 17,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);

21. Peraturan Waiikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok Fungsi,

Uraian T\rgas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota

Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor

s7);

MEMUTUSI(AN:

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Reneana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU, memuat operasionalisasi Rencana Strategis Sekretariat

DPRD Kota Pontianak Tahun 2O2A-2O24 ke dalam target-target

tahunan, khususnya operasionalisasi Sasaran Strategis, Indikator

Kine{a Sasaran dan Targetn5ra ke dalam Program dan Kegiatan,

Indikator Kinerja Kegiatan dan Targetnya, serta Pagu Anggaran

Indikatif per ProgramlKegiatan Tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU, merupakan landasan dan pedoman operasional dalam

mereneanakan dan melaksanakan program. kegiatan dan anggaran

tahun 2O2l serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap

komitmen seluruh pelaku kesiatan pada Sekretariat DPRD Kota

Pontianak untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran

strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2A2O-2O24 yang

tingkat keberhasilan dan kegagalannya dituangkan dalam Laporan

Aktrntabilitas Kineda Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal November 2O2O

SEKRE"TARIS DPRD KOTA PONTIANAK,

)
Ilj. TITIN SUBASTI, S.Sos.,M.Si



SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang membantu

penyelesaian penyusunan Rencana Kinerja Tahunan pada Sekretariat DPRD Kota

Pontianak.

RKT yang disusun ini merupakan laporan untuk pelaksanaan tugas

Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk tahun anggaran 2021 vang duraikan

secara akuntabel dan transparan.

Dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020

Sekretariat DPRD menyusun perencanaan strategis yang memuat pernyataan Visi,

Misi, Tuiuan dan Sasaran vang ingin dicapai dalam periode 5 tahunan yang

pelaksanaannya direncanakan dengan program dan kegiatan tahunan dalam

bentuk Reneana Kinerla Tahunan [RKT).

Demikian disampaikan, kritik dan saran dari semua pihak diucapkan terima

kasih.

Pontianah 9 November 2AZA

SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK

)'i

Hi. TITIN SUBAITI, S.Sos.,M.Si
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SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

BAB I

PENDAHUTUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 20L4 tentang Pemerintahan Daerah

menggariskan adanya desentralisasi yang diberikan kepada Propinsi,

Kabupaten dan Kota untuk mengelola pemerintahan, pembangunan dan sosial

kemasyarakatan yang disertai aspek pendanaannya. Sejalan dengan amanat

undang-undang tersebut, maka pengelolaan manajemen pemerintahan Kota

Pontianak sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kota kecuali lima urusan

yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai salah satu Perangkat Daerah

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 merupakan

lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk memfasilitasi dan memberikan

bantuan administratif serta teknik operasional guna menunjang keberhasilan

tugas-tugas DPRD Kota Pontianah dimana pelayanan yang diberikan meliputi

keseluruhan tugas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, hak serta

weweRang DPRD, seperti tercantum dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota

Pontianakyang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Pontianak.

1. Pernyataan VISI

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan

bagaimana Sekretariat DPRD Kota Pontianak harus dibawa dan berkarya agar

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif sefta produktif. Visi adalah

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita

dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh Pegawai

Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk meningkatkan kinerjanya dalam

rangka mewujudkan visi tersebut. Selain itu visi yang ditetapkan juga dalam

rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Pontianak serta

RENCANA KINERIA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021 Page 1



SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

mengekspresikan bagaimana kondisi yang diinginkan Sekretariat DpRD Kota
Pontianak sebagai suatu unit organisasi dimasa depan.

visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa
depan, yang bersifat memberi inspirasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang
memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi. Visi instansi
perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama
(shared uisionJ yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan

segala sumber daya instansi. Dalam merumuskan suatu visi hendaknya harus
didasarkan pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut.

Berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dan kriteria
tersebut di atas, maka visi sekretariat DPRD Kota pontianak mengacu pada

Visi Kota Pontianak adalah :

" Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan,

Cerdas dan Bermartabat,,.

2. Pernyataan MISI

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi
harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan
kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan

atau kemampuan penguasaan teknorogi sesuai dengan strategi yang telah
dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai

dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. pernyataan misi
mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang
kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk
mengarahkan kegiatan Sekretariat

RENCANA KTNER|A TAHUNAN (RKT) TAHUN 2O2t PageZ



SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAh

DPRD Kota Pontianak untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global

otonomi daerah.

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi serta visi yang

akan dicapai untuk masa yang akan datang maka ditetapkan misi Sekretariat

DPRD Kota Pontianak adalah penyataan Misi ketiga, yaitu :

"Meningkatkan kualitas pelayanan kepoda masyarakat yang didukung

dengan teknologi informasi serta aparatar yang berintegritss bersih dan

cerdo.s"

Maksud dan Tuiuan

Maksud dan tujuan Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran atau

implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

kurun waktu tertentu (umumnya 1 fsatu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan

diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat DPRD Kota Pontianak

dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi

visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan

yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan

untuk mengukur sejauh maRa visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan

strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah :

" lUleningkatnya kaalitas layanan kepada maayarakat u

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2O2I Page 3



SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

C. LandasanHukum

Undang-undang dan Peraturan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana

Kinerja Tahunan :

L. Pasal L8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

L945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun L959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun L965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II

Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 27 Tahun L959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun L953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5]., Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04

Nomor L04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor l-7 Tahun 2007 tentang Reneana Pembangunan

fangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A07 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

6. Nomor 23 Tahun 20L4 tentang Pemerintahan Daerah flembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20L4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201-5 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20L4 tentang Pemerintahan

Daerah flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Reneana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

|angka Menengah Nasional Tahun 2AZA-2024 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20L7 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Reneana Pembangunan

|angka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan |angka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan |angka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan fangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah fBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor I3tZ);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan

dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

Rencana Pembangunan |angka Menengah Daerah fBerita Negara Republik

Indonesia Tahun 20Lg Nomor a5%;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20L9 tentang Klasifikasi

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20t9 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 20LB tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah

Provinsi dan di Daerah Kabupaten /Kota fBerita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 86BJ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 20L8 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 20LB Nomor 15a0);

L4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2A20 Tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

|angka Panjang Daerah IRPIPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah
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SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2AAB Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20L9 tentang Rencana Pembangunan

|angka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020'

2024 flembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20L9 Nomor 2);

L7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

)angka Panjang (RPIPD) Kota Pontianak 2005-2025 flembaran Daerah Kota

Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Pontianak NomotT3);

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Pontianak Tahun 20t3-2033 flembaran Daerah Kota

Pontianak Tahun 20L3 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Pontianak Nomor t1,7);

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 20L6 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota PontianakTahun?0t6 Nomor La\;

20. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun zALg tentang Rencana Pembangun |angka

Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 flembaran Daerah

Kota Pontianak tahun 2A19 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Pontianak Nomor L7L), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 17 tahun 2AZA tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 20t9 tentang Rencana Pembangunan fangka Menengah

Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2A24 flembaran Daerah Kota

Pontianak Tahun 2020 Nomor L7, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Pontianak Nomor 19L);

21. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 201.6 tentang Kedudukan, Struktur,

Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat

DPRD Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor

57);
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D. Hubungan RKT SKPD dengan RENSTRA SKPD

*.APORAN
PERThNGGUMG.

KEUANGAN
KOTA

E. SistematikaPenyaiian

sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kota

Pontianak Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Keputusan Kepala SKPD Tentang Rencana Kinerja Tahunan (RKTI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHUTUAN

A, Latar Belakang (Ulasan tentang RKT)

B. Maksud dan Tuluan
C. Landasan Hukum
D. Hubungan RKT SKPD dengan RENSTM SKPD

E. Sistematika

BAB II : TUGASPOKOKDANFUNGSI

A. Tusas Pokokdan Fungsi
B. Struktur Organisasi
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BAB III : TUIUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET

A. Tujuan
B. SasaraR, Indikator sasaraR dan target

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN : L. Matrik Rencana Kinerja Tahunan [RKT] Tahun 2021
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BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor ST Tahun Z0L6
Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, uraian tugas dan

Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota pontianak bahwa
Tugas Pokok Sekretaris DPRD Kota pontianak adalah :

Memimpin dan mengoordinasikan program kerja Sekretariat D1RD,

merumuskan kebijakan teknis, administrasi kesekretariatan, pembinaan dan

pengelolaan teknisyang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif,

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Sekretaris DPRD

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebiiakan teknis dibidangkesekretariatan DpRD;

b. perumusan rencana kerja dibidangkesekretariatan DpRD;

c, penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DpRD;

d. pembinaan dan Pengelolaan sumber daya aparatur, organisasi, keuangan,
prasarana dan sarana Sekretariat DpRD;

e. penyelenggaraan tata usaha kesekretarian DpRD;

f. pelaksaRaaR monitoring evaluasi, dan pelaporan pelaksaan tugas dibidang

kesekretariatan DPRD; dan

e. pelaksanaan tugas lain dibidangkesekretariatan DpRD-yang diberikan oleh
Walikota.

Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya Sekretaris DPRD

dibantu oleh Kepala Bagian serta masing-masing Kasubbag. Adapun tugas
pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:
7. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian llmum

Tugas Pokok Kepala Bagian Umum adalah merumuskan kebijakan,
memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan dibagian Umum dan

Aparatur, Rumah Tangga dan perlengkapan, Humas dan protokol.
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Untuk melaksanakan tugas Bokok tersebuL Kepala Bagian Umum

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebilaksanaan dibidang umum;

b. perumusan rencana kerja dibidang umum;

e. oenyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang umum;

d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;

e. pembinaan teknis dibidang umum;

f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang umum;

g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan bidang umum; dan

h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang di berikan oleh

Sekretaris.

Ruang lingkup bidang kesekretariatan meliputi Umum dan Aparatur,

Rumah Tangga dan Perlengkapan, Humas dan Protokol. Adapun tugas

masing-masing Kepala Sub Bagian dibawah kepala Bagian Umum sebagai

Berikut:

7.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepalo Subbagian Umum dan Aparatur

Tugas Pokok Subbagian Umum dan Aparaturadalah merencanakan

kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a. peRyusuRaR reReaRa keria dibidang umum dan kepegawaian;

b. penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian

berdasarkaR reRCaRa kerja yang telah di tetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidangumum dan

kepegawaian;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidangumum dan

kepegawaian; dan

e. pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang

diberikan oleh Kepala Bagian.
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7,2 Tugds Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Rumah Tanosa ddn

Perlengkapan

Tugas Pokok sub Bagian Rumah Tanrga dan perlengkapan adarah

merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan

dibidang rumah tangga dan Berlengkapan

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

a. penyusunan reneana keria dibidang rumah tangga dan

perlengkapan;

b. penyelenggaraan kegiatan dibidang rumah tanssa dan Berlengkapan

berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;

c. BeRyusunan bahan Iaporan pelaksanaan tugas dibidang rumah

tangga dan perlengkapan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang rumah tangga dan

perlengkapan;dan

e. pelaksanaan tugas lain dibidangrumah tangga dan perlengkapan

yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

7.3 Tagas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Humas dan Protokol

Tugas Pokok Subbagian Humas dan Protokol adalah merencanakan

kegiatan, melaksanakan kegiatan dan meRyusuR laporan dibidang humas

dan protokol.

Kepala Subbagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dibidang rumah tangga dan protokoler;

b. penyelenggaraan kegiatan dibidang rumah tangga dan protokoler

berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang rumah

tangga dan protokoler;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang rumah tangga dan

protokoler; dan

e. pelaksanaan tugas lain dibidang keuangan yang diberikan oleh

Kepala Bagian Umum.
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2. Tagas Pokok dan Fungsi Kepald Bagian Perunddng-andangan ddn

Persidangan

Tugas Pokok Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan

adalah merumuskan kebijakan teknis, memfasilitasi, memonitor dan

mengevaluasi,melakukan pembinaan teknis, oelaporan dan evaluasi dibidang

perundang-undangan dan pengkajian hukum, rapat dan risalah, alat

kelengkapan dewan dan panitia khusus.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perundang-

undangan dan Persidangan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijaksanaan dibidang perundang-undangan dan

persidangan;

b. perumusan rencana kerja dibidang perundang-undangan dan

oersidangan;

c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perundang-

undangan dan persidaRgan;

d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang perundang-undangan dan

persidangan;

e. pembinaan teknis dibidang perundang-undangan dan persidangan;

f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan dan

persidangan;dan

g. pelaksanaan tugas lain dibidang perundang-undangan dan persidangan

yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup Bagian Perundang-undangan dan Persidangan. Adapun

tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dibawah kepala Bagian Perundang-

undangan dan Persidangan sebagai Berikut:

2,7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Pentndang-undangan Dan

Pengkajian Hulrum

Tugas Pokok Kepala subbagian Perundang-undangan Dan Pengkaiian

Hukum adalah merencanakan kegiatan dan menyusun laporan.
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Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Dan Peng@iian Hukum

mempunyai fungsi :

a. penyusunan reneana kerja dibidang perundang-undangan dan

pengkajian hukum;

b. oenvelenggaraan kegiatan dibidang perundang-undangan dan

pengkajian hukum berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;

c. penyusunan bahan laporan Belaksanaan tugas dibidang perundang-

undangan dan pengkajian hukum;

d. Belaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perundang-undangan

dan pengkajian hukum; dan

e. pelaksanaan tugas Iain dibidang perundang-undangan dan pengkaiian

hukum yang diberikan oleh Kepala Bagian.

2,2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian RapatDan Risalah

Tugas Pokok Subbagian Rapat Dan Risalalr adalah merencanakan

kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusuR laporan dibidang rapat

dan risalah.

Kepala Subbagian RapatDan Risalah mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dibidang rapat dan risalah;

b. penyelenggaraaR kegiatan dibidang rapat dan risalah berdasarkan

rencana kerja yang telah di tetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang rapat dan

risalah;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang rapat dan risalah;dan

e. pelaksanaan tugas lain dibidang rapat dan risalah yang diberikan

oleh Kepala Bagian,

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Alat Kelengkapan Dewan

@ru) Dan Panitia Khusus

Tugas Pokok Subbagian Alat Kelengkapan Dewan [AKD] Dan Panitia

Khusus adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan

menyusun laporan dibidang alat kelengkapan dewan dan panitia khusus
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Kepala Subbagian AIat Kelengkapan Dewan (AKDI Dan Panitia Khusus

mempunyai fungsi :

a. penyusuRan reReana kerla dibidang alat kelengkapan dewan [akd]

dan panitia khusus;

b. penyelenegaraan dibidang alat kelengkapan dewan [akd) dan panitia

khusus berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;

e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang alat

kelengkapan dewan [akd) dan panitia khusus;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang alat kelengkapan

dewan [akd) dan panitia khusus; dan

e. pelaksanaan tugas lain dibidang alat kelengkapan dewan fakdJ dan

panitia khusus yang di berikan oleh Kepala Bagian'

3, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan adalah

merumuskan kebilakaR, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi

kegiatan dibagian perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perencanaan

dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijaksanaan dibidang pereRcaRaan dan keuangan;

b. perumusan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;

c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perencaRaan dan

keuangan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebiiakan dibidang perencanaan dan

keuangan;

e. pembinaan teknis dibidang pereRcaRaan dan keuangan;

t. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan; dan

g. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan dan keuangan yang di

berikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup bidang perencaRaaR dan keuangan meliputi

perencanaan dan keuangan. Adapun tugas masing-masing Kepala Sub Bagian

dibawah kepaia Bagian perencanaan dan keuangan sebagai Berikut:
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3.7 Tugas Pokok ddn Fungsi Kepald Subbagian Pereneanddn

,Trraac Dnlznlz Qrrhlrcnicn Doro-conccn crl-lah ma-anno-alza-

kesiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang

perencanaan

Kepala Subbagian Pereneanaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan;

b. penyelenggaraan kegiatan dibidang pereneanaan berdasarkan

rencana keria yang telah ditetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang

perencanaan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang di berikan oleh

Kepala Bagian.

3,2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Keuangan

Tugas Pokok Kepala subbagian Keuangan adalah merencanakan

kegiatan, melaksanakan kegiatan dan meRyusuR laporan dibidang

keuangan

Kepala Sub Bagian keuangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dibidang keuangan;

b. penyelenggaraan kegiatan dibidang keuangan berdasarkaR rencaRa

kerja yang telah ditetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidangkeuangan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang keuangan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain dibidang keuangan yang di berikan oleh

Kepala Bagian.
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Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak

berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 57 Tahun 20L6 terdiri

dari:

1. Sekretaris DPRD Kota Pontianak

2. Kepala Bagian Umum

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

b. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

c. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol

3. Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan

a. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum

b. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah

c. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Panitia Khusus

4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan

b. Kepala Sub Bagian Keuangan
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sebagaimana bagan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Sekretoriat DPRD Kota Pontionak
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BAB III

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET

A. Tuiuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari

aernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu

[umumnya 1 [satuJ sampai 5 flima) tahunJ. Dengan diformulasikannya tujuan

strategis ini maka Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat secara tepat

mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya

dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih

dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur

seiauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tuiuan strategis dirumuskan

berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tuluan strategis sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah :

"Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat t'

B. Sasaran, Indikator Sasaran dan Target

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai

dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan

bagian integral dalam proses perencanaan strategi. Fokus utama dari sasaran

adalah tindakan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi yang bersifat

spesifik, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada

hasil yang dicapai dalam periode 1 (satuJ tahun pada masa sekarang.
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Untuk di tahun 2021 Sekretariat DPRD kota Pontianak melaksanakan tuiuan

dan sasaran sesuai rencana strategis DPRD Kota Pontianah yaitu :

Tujuan : Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun TOZL .
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BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pereneanaan kinerja merupakan aktivitas peneambilan keputusan di

depan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan

dengan tingkat pelaksanaan program/ kegiatan. Pereneanaan kinerja ini

menjabarkan rencana program/ kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan

oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk dapat dieapai pada suatu tahun

anggaran, yaitu tahun 202L.

Rencana kineria tahunan ini akan meniembatani antara Rencana Strategis

yang telah disusun dengan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya setiap tahun.

Rencana kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 202L yangada

didasarkan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASKI Sekretariat DPRD Kota

Pontianak Tahun Anggaran 2A21", yang merupakan dokumen yang memberikan

kewenangan kepada Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk mengelolanya

sesuai dengan ketentuan 5rang berlaku'

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana Kinerja Tahunan

IRKTI tahun 202L adalah program dan kegiatan utama yang juga telah

dituangkan dalam Kontrak Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun ZOZL:

1". Pembentukan Peraturan Daerah dan

Peratura-n DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan PenYelenggaraan

Pemerintahan
4. Peningkatan Kapasitas DPRD

5. Penyerapan dan PenghimPunan
Aspirasi Masyavagaq

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik
DPRD

7. Fasiiitasi Tusas DPRD

PROGRAM DUKUNGAN
PEL.AXSANMN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD
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BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun

202L ini merupakan komitmen Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governaneeJ serta sebagai uBaya

untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih {clean governmenfJ sebagaimana

diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun

2021 ini diharapkan dapat diiadikan sebagai pedoman pereRcaRaan kineria oleh

masing-masing pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam

melaksanakan misi guna dapat mewuiudkan misi.

Demikian kami sampaikan Rencana Kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kota

Pontianak tahun 202L, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai

mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan'

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2O2I Page2l



REINC,INII KI NE]RJA TAHUNAI{
T I N G KAT SAT LtrAN KEi R.J/r P[] RAI{ GlKA',ll Dll E RAH
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"TAHLIN ANGGAF:AN :202L

ShtiARAN STnATECIS INDII(ATON KINEIIIA .I'ARGET PROGRANI &
KEGIATTN

SUB KEGIATAN
IiNGGA,RAN

URTUAN INDIKA1IORK]INERIA I'ARGET

Menine,hatnya Kualitas LaYa nan

Kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD

Indeks Kepua:;an Pimpinan Can

Anggota DPRI)

Baik PROORAIVI DUKIJNGAN

PEI.AKSAhIAAN 'TUGAS

DA]\I FUNGSI DPITD

P'ersenlase la5ranan rlukungan
pelaksanaan trtgas d:rm funllsi
DPRD yang dilaksanakan terpat
vraktu

I3.543.232.1:tUU

Pen'lbentul<an Pet'aturan
Dae,rah datr Peratrlran
DPIID

Persentase perilturan Caerah dan

peraturar) DPRD yang difasili.asi
431.900.900

PenyusunaLn dan Pembah:lsan

Program Pemben tr:kan ['eraturan
Dae,rah

Iumlah dokumern progt'am

pembentukan peraturrn daerah
2.2 35.000

Pembahasirn Rancangan Peraturran

daerah
fumlah rancanp;an per,la yan6;

dibahas

11.0,19.000

Penyeleng garaan Kaiian Perundang-
Undangan

Ir;Lmlah rancangan per,la yanp;

dikaji

80.8 59.000

Fasilitasi penyusrlnan
pen jelasan/keterangan cla.n /atau
Naskah Ak;rdemi[:

Jumlah naskah akadenrik yan,g

disusun

334.078.000

PenyusuneLn Tata'f ertib DPRD lumlah dokumen tata tertib D,PRD

Tang dievaluasi

3.719.900

Penrbahas;rn Kebijakan
Anp;garan

Jr"rmlah dokumen kebijakan
anggaran

17.470,000

pembahasan KUA dan PI'AS r"rmlah dokumen KUA dan PPAS 3.340.000

penrbahasilrr peru.bahan KUA da.n

perubahan PPAS

Iumlah dokumen perubahan |iUA

dan perubahanPPAS

3.340.000

Penlbahasrrn APB D Iumlah dokumen APBI) 4.110.000

Penrbahasarr APBD Perubahan fumlah dokumtrn APBI) Perutrahan 3.340.000



SIiSARAI{ STRATEGIS INDITIATON KINEIRJA I'ARGf,T
PROCRA}I&
KEGIATAN

Persentirse rap,lt pengawasail yang 57.1t5.000Pengawasan
Penyelenglgaraan

Penlerintahan

rrmlah rapat kornisi I 10^710.000

10.7 10.000

L0.710.000

10.71.0.000

11.31.0.000

Pengawasan Urusan
Pemerintahan tridang
Penlerintahan dan Hukurn

Pengawasan Urusan

Penrerintahan tlidang
Infi astrukl:ur

Iumlah rapat komisi II

fumlah rapat komisi I\/Pengawasan Urusan
Pemerintahan tlidang
Keseiahteraan Rakvat

Pengawasan Urusan
Penrerintahan Bidang
Peretr<onornian

Pengawasan tindak lanju.t hasil
penleriksaan laporan keuangan oleh

BadLan Pemeriksa keuan6gan

Penrbahasrrn Laporan Keterangan
ngiawaban Kepala daerah

fumlah rapat Komisi IItr

umlah rapat pcngawasan tindak
hasil penreriksa.an laporan

n oleh IIPK RI

rapat Pansus LKPJ yatrg

Persentase Anggota DIlRD yartg

mengikuti kegi atan peningkatan

r.rmlah kegiatarr bimbi ngan teknis

,r.910.3 /5.000Peningkatan Kapasitas

DPI{D

BimtringarL'Ieknis DPRD

Putilikasi clan Dol:umentasi Dewan f ;ugka waktu firsilitasi publikasi
an dokumentasi dewan

jr:.mlah tenaga ahli fraksi yangg

disediakan

JuLmlah dokumerr program kerja
TIPRD

Penvediaan Tenaga Ahli Fraksi

Penyusun:Ln Program Ketja DPFII)

Penyerapan dan
Penghimpunan t\spirasi
Mar;yarakat

Persentase asprirasi mas;yarak at

yang difasilitasi

SUBKEGIATAN

INDIKA]IORK]INER}I

]umlah dokumt:rr
Pertang;gungiarvaban,\PBD

ANGGA.RAN



Sh$ARltN STRATEGIS INDISATOR KINEIRJA
,I'ARGDT PR$GRAIII&

KEGIAT,4TN

SUB KEGIATAN
IiNGG,ABAN

URTUAN TNDTKAIrOR KllNERrt IlARGf,T

PenyusuneLn Pokok-Pokc k Pikiran
DPIID

f r:mlah dokumt:n pokc,k'pokok
pikiran DPRD

3.3 40"000

Pelaksanaan Reses Iumlah kegiatarr reses 4.104.1,50.000

Pelaksanaan dan
Pengawasan Kodc Etik
DPITD

P ersentase pel;rksana:Ln kode etik 35.9,59.900

PenyusuneLn Kode Etik DPRD Jr:Lmlah dokumerr kode etik DPll.D

yang dievaluasi

3.7\9.900

Pengawasan koder etik DPRD f r.rmlah rapat batlan kehorma:an
yang difa:;ilitasi

32.2 !i0.000

Fasilitasi'[ugas DPRD Persentas;e tugas DPRI) Yang
difasilitasi

5.982.9 r2.000

Koordinas.i dan Konsultasi

Pelirksanaan Tug,as DPRD
lumlah kunlunllan keria dan

konsultasi

4.703.910.000

Penyusun:rn Laporan Kirterrja DI)[lD Ir-rmlah dokumert laporan kin,:ria
TIPRD

130.0 20.000

Fasilitasi pelaksanaan tugas baclan

mur;yawaratrl
lrrmlah rapat banmus :r'ang
difasilitasi

44.7610.0O0

Fasilitasi tr"rgas pirrrpinar, DPRD Ir.rmlah tasilitasi tugas pimpin an

IIPRD

't.704.222.000


